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ABSTRAK

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi
wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan apabila
dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau perisitiwa tersebut
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan menjadi bahan tudingan
dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan
berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini.

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research). Dimana untuk menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan pada
berkas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015
dan wawancara semiterstuktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi
data primer yang ada. Adapun objek dari penelitian ini adalah Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Berdasarkan hal
tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan yakni apakah yang menjadi
pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah
penghentian penyidikan tersebut, dan apakah penerbitan surat perintah
penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung
No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat
disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam
menerbitkan  surat perintah  penghentian  penyidikan  Nomor:  Print-
369/0.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan
penerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

Kata kunci: Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,
Pertimbangan Hukum
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MOTTO

| don’t have any special talents. | do passionately curious.

-Albert Einstein-
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal
dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan
serangkaian tindakan penyidik. Tindakan penyidik yang dimaksud
adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan
tersangkanya.® Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam
kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini
pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti
atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku
tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang
melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat
penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki

'pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara /tindak pidana khusus,
seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan mempuyai kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, Kejaksaan
mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.? Tindak pidana
tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah tindak pidana
korupsi dan pelanggaran HAM. Dalam penjelasan umum undang-
undang kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan
untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan
untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang
memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan
penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan
dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara khusus diatur
dalam undang-undang kejaksaan.

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau
yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tudingan dari
masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan
berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di
mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi

diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya,

“Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia.



pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.®> Dari ketiga alasan
penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP,
alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan
alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana
korupsi.

Seperti halnya yang terjadi pada dugaan tindak pidana korupsi
dalam pencairan dan penggunaan belanja hibah yang berasal dari
APBD dan APBD Perubahan Kab. Bantul tahun anggaran 2011 kepada
KONI Kab. Bantul yang diperuntukkan bagi PERSIBA, Kejaksaan
Tinggi DIY pada akhirnya menerbitkan SP3 atas nama tersangka Drs.
HM. Idham Samawi pada tanggal 04 Agustus 2015 dan menimbulkan
berbagai reaksi di masyarakat. Surat Perintah Penghentian Penyidikan
tersebut dikeluarkan dengan nomor print-369/0.4/Fd.1/08/2015 atas
nama Drs. HM. Idham Samawi sebagai mantan ketua umum KONI
Kabupaten Bantul, ketua umum Pengurus cabang PSSI Kab, Bantul,
Ketua Umum dan Manager PERSIBA Bantul. Keputusan penghentian
penyidikan dikeluarkan berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara)
jajaran jaksa penyidik, jaksa peneliti, para asisten, para koordinator
dan wakil Kajati DIY yang dipimpin langsung oleh Kajati. Dalam

gelar perkara tersebut ditemukan fakta bahwa tidak ditemukan alat

% http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-
korupsi. Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 08.44 WIB.
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bukti yang cukup untuk menjerat Idham sebagai pelaku tindak pidana
korupsi.*

Pihak kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian
penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya.”

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan
penyelidikan. Peyelidikan merupakan suatu tindakan penyelidik yang
bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar
dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan
adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa
tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan
tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan
penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi
yang merendahkan harkat dan martabat manusia.®

Penyelidik harus lebih dulu berusaha megumpulkan fakta dan
bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang

selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi

*http://news.detik.com/berita/2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-
mantan-bupati-bantul. Diakses tanggal 10 juni 2016. Pukul 10.16 WIB

SPasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

®M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan
dan Penuntutan (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). HIm. 102.


http://news.detik.com/berita/2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-mantan-bupati-bantul
http://news.detik.com/berita/2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-mantan-bupati-bantul

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan
tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Berdasarkan kedua
rangkaian proses di atas terdapat rangkaian yang bertahap antara tahap
penyelidikan menuju ke tahap penyidikan. Karena itulah dibutuhkan
kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan
relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap
penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk
menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu
sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian
pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Kewenangan kejaksaan dalam hal surat perintah penghentian
penyidikan berbeda dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang
dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK
tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa
“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat
perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak

pidana korupsi”.” Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPK

"Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



dalam hal penghentian penyidikan menyebabkan peran Kejaksaan
Tinggi dan Kepolisian menjadi sangat penting khususnya dalam
perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan hukum acara
pidana melegalkan setiap tindakan-tindakan dari aparat penegak
hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal
109 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang bagi penyidik apabila
tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana
penyidikan dapat dihentikan demi hukum.

Zaenurrahman sebagai Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi
(Pukat) Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa terbitnya surat
perintah penghentian penyidikan bagi dua tersangka korupsi dana
hibah PERSIBA Bantul tak layak dan tidak ada dasarnya.
Zaenurrahman menegaskan, dalam penetapan setiap tersangka,
tentunya aparat penegak hukum telah memiliki dua alat bukti yang
cukup. Apalagi dua tersangka lainnya, yaitu Dahono (mantan
bendahara Persiba) dan Maryani (pihak ketiga penyedia akomodasi,
transportasi, dan konsumsi) sedang diadili di pengadilan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka
penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan
mengangkat permasalahan mengenai “Tinjauan Terhadap Penerbitan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara Korupsi

®https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/063690646/pukat-ugm-tolak-sp3-idham-
samawi._Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 19.34 WIB.


https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/063690646/pukat-ugm-tolak-sp3-idham-samawi
https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/063690646/pukat-ugm-tolak-sp3-idham-samawi

(Studi Penerbitan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 di Kejaksaan

Tinggi DIY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Kejaksaan
Tinggi D.l.Yogyakarta dalam menerbitkan surat perintah
penghentian penyidikan Nomor: Print-
369/0.4/Fd.1/08/2015?

2. Apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan
Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung

No. Perja/039/A/Ja/10/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan
Kejaksaan Tinggi D.l.Yogyakarta dalam menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-

369/0.4/Fd.1/08/2015.



2. Untuk menjelaskan penerbitan surat perintah penghentian

penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung

No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara

teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya
dalam pidana korupsi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam
perkara korupsi.

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a.

Penelitian ini dapat memberikan jawaban dari pemasalahan
yang diteliti.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi aparat
penegak hukum dalam menerbitkan surat perintah

penghentian penyidikan khususnya dalam perkara korupsi.



c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua

orang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-
penelitian terdahulu yang terkait (review of related literature). Hal ini
penyusun lakukan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat
dalam penelitian belum pernah dikaji oleh peneliti lain. Berdasarkan
penelusuran yang dilakukan penyusun, ditemukan beberapa hasil
penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi Dinny Dwi Astari dengan judul “Analisis Penerbitan
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak
Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan
Tinggi Lampung” membahas mengenai syarat-syarat penghentian
penyidikan tindak pidana korupsi dan alasan mengapa penyidik
kejaksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan KPK
tidak memiliki kewenangan yang sama.’ Skripsi tersebut berbeda

dengan penelitian penyusun yang menitik beratkan pada apakah SP3

Dinny Dwi Astari. “Analisis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
pada Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi
Lampung”. (Bandar Lampung: Skirpsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013).
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yang diterbitkan oleh Kejati DIY kepada tersangka korupsi dana hibah
PERSIBA Bantul telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Skripsi Alfia Rizki Ayu Rocketza dengan judul “Kewenangan
Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi
(Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)” membahas
mengenai proses pelaksanaan dan hambatan Kejaksaan Tinggi DIY
dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik dalam tindak
pidana khusus perkara korupsi.’® Skripsi tersebut berbeda dengan
penelitian penuyusun yang membahas mengenai proses Kejaksaan
Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan
terhadap tersangka korupsi dana hibah PERSIBA Bantul.

Skripsi Irfan Saputra dengan judul “Kewenangan Penyidik
Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada
Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat)” membahas mengenai pelaksanaan kewenangan dan
hal apa saja yang menjadi alasan penyidik kejaksaan tinggi sumatera
barat dalam mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi.** Skripsi
tersebut berbeda dengan penilitian penyusun yang menjadikan SK SP3

sebagai objek penelitian.

10Alifia Rizki Ayu Rocketza.” Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana
Khusus Perkara Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. (Yogyakarta:
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

“rfan Saputra. “Kewenangan Penyidik mengeluakan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat)”. (Sumatera Barat: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016).
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Jurnal I Dewa Gede Dana Sugama yang dalam “Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” membahas mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan alasan
mengapa KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat
perintah penghentian penyidikan.'® Jurnal tersebut berbeda dengan
penelitian penyusun yang membahas mengenai Kejaksaan Tinggi DIY
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menerbitkan surat

perintah penghentian penyidikan dalam sebuah kasus korupsi.

F. Kerangka Teoretik

Suatu penelitian harus disertai dengan pemkiran-pemikiran
teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara
teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data,

pengolahan dan analisis data.*®

1. Teori Penegakkan Hukum
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia
dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

normal dan damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum,

2| Dewa Gede Dana Sugam. “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana,
2014)

BSumitro, Ronny Hamitijo. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983). HIm. 37.
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melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu
kenyataan.**

Setiap penyidikan perkara pidana korupsi terdapat
kemungkinan penyidik menemukan hambatan sehingga tidak
mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian,
oleh Undang-Undang (KUHAP) penyidik diberi kewenangan
untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak
merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian
penyidikan, melainkan hanya memberikan perumusan tentang
penyidikan saja. Selain itu pengaturan tetang tatacara penghentian
penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengeni
penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Secara harfiah penghentian penyidikan adalah tindakan
penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang
peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak
terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum. Dalam setiap proses dimulainya
penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk
memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika

dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan

Y“Antoon F Susanto. Teori-Teori Hukum dan Implementasinya dalam Wajah Peradilan
Kita. (Bandung: Reflika Aditama, 2010). Him. 23.



13

pemberitahuan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP Pasal

109 Ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika yang melakukan penghentian penyidikan penyidik
Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan
kepada penuntut umum dan atau keluarganya.

b.  Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik
pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus
segera disampaikan kepada peyidik Polri sebagai pejabat
yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan

penuntut umum.

Wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan
berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa kejaksaan
berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan undang-undang. KUHAP dengan tegas
membedakan istilah Penyidik (opsporing/interrogation) dan

Penyelidik.'

Teori-teori penegakkan hukum sering kita jumpai dalam
berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat

terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut Friedmann

Mantovhani Reda dan Soewarsono, POLRI dalam Optik Hukum di Indonesia. (Jakarta:
CV. Malibu, 2004). HIm. 31.
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berhasil atau tidaknya proses penegakkan hukum bergantung pada

tiga hal yaitu:

1. Substansi hukum
Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma
hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak
tertulis, termasuk putusan pengadilan.

2. Struktur hukum
Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakkan
hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: kepolisian,
kejaksaan, kantor pengacara dan pengadilan.

3. Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, dan
cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga
masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk
menjalankan sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M
Freidmann menekankan kepada pentingnya budaya hukum

(Legal Culture).*®

Dalam penelitian ini penuyusun menggunakan teori
penegakkan hukum struktur karena ada kaitannya dengan jaksa dan

kejaksaan.

'8 ili Rasyidi & IraRasyidi. Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet ke VIII. (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2001). HIm. 25.
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2. Teori Kewenangan

Untuk kewenangan Kkejaksaan dalam menyidik dan
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan penyusun
menggunakan teori kewenangan sebagai dasar penulisan. Teori
kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan
yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan
eksekutif atau administratif. F.P.L.C Toner berpendapat
kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai
kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan
begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah
dengan warga negara. Karenanya teori kewenangan dibagi
menjadi dua cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam
menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang
dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada
kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan
perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari
wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam
melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat

bertindak sendiri.
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a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari
pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ
lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

b. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses
atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang

lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.*’

G. Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Metode
dapat diberi definisi sebagai setiap prosedur yang digunakan untuk
mencapai tujuan akhir. Pada penelitian, tujuan adalah data yang

terkumpul dan metode adalah alatnya.®

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas
dengan penggunaan metode penelitian. Metode penelitian digunakan
untuk menganalisa permasalahan yang diangkat, untuk itu dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Penelitian ini  merupakan gabungan antara penelitian

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field

7 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Pres, 2007). HIm. 93.
18 Sulistyo Basuki. Metode Penelitian. (Jakarta: Penaku, 2010). HIm. 92.
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research). Dimana untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini penyusun melakukan studi kepustakaan pada berkas
SP3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Selain itu penyusun juga
melakukan interview atau wawancara semi terstuktur kepada
kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi data primer yang ada.
2. Sifat penelitian
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah
dibuat, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis.
Yuridis dikarenakan penelitian mengkaji kesesuaian antara
penerbitan  surat  perintah  penyidikan = Nomor:  Print-
369/0.4/Fd.1/08/2015 berdasarkan alasan penghentian penyidikan
yang tertera di dalam KUHAP dan prosedur pelaksanaannya yang
diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor.
Perja/039/A/Ja/10/2010.
3. Sumber data
Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain:
a. Bahan data pimer
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak
pertama.’® Sumber primer informasi adalah sumber yang

merupakan bagian dari atau langsung berhubungan dengan

19 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian. (Bandung: Mandar Maju,
2011). HIm. 73.
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perisitiwa.”® Data primer yang digunakan dalam penelitian ini
yang berkaitan langsung dengan peristiwva dan merupakan
sumber utama adalah Surat Keputusan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015
yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Sumber data juga
didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak Kejati DIY.
b. Bahan data sekunder
Data sekunder yakni bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat
membantu menganalisis serta memahami bahan hukum
primer.?* Bahan hukum sekunder yang penyusun gunakan pada
penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor.
Perja/039/A/Ja/10/2010.
c. Bahan data tersier
Data tersier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Data tersier yang penulis gunakan ialah kamus
hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sumber

data lainnya yang mendukung penelitian ini.

20 Sylityo Basuki. Metode...,HIm 102.
2! Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta), him. 67.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah library reasearch atau studi pustaka dan
interview atau wawancara. Yaitu dengan menghimpun informasi
yang berasal dari sumber tertulis baik cetak maupun elektronik
yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Wawancara semiterstruktur dilakukan terhadap objek penelitian

untuk melengkapi data yang ada dan mempetajam analisis

penyusun.
5. Metode analisis data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan
dan diolah secara kulalitatif dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian berupa berkas surat
perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-
369/0.4/Fd.1/08/2015 dan hasil wawancara dengan penyidik
diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yaitu berkaitan
dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum dan kesesuaian
alasan dan prosedur berdasarkan KUHAP dan Peraturan Jaksa
Agung Nomor. Perja/039/A/Ja/10/2010.

b. Hasil klasifikasi data tersebut selanjutnya disistematiskan

menjadi 3 poin utama seperti yang telah disebutkan diatas.
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c. Data yang telah disistemasikan kemudian dianalisis untuk
dijadikan dasar dalam pemecahan masalah yang ada dalam

penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab,
pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan
yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika
pembahasan disini dimaksudkan agar penulis lebih mudah dalam
menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuhan di setiap
pembahasannya.

Bab pertama berisi pendahuluan berisikan penjelasan tentang
unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian, yaitu latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoritik, metode peneltian, dan terakhir sistematika
pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berisikan
tinjauan umum pengertian tindak pidana korupsi, penyelidikan dan
penyidikan serta kewenangan melakukan penyidikan.

Bab ketiga membahas mengenai tinjauan penghentian
penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan

Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/102010.
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Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan analisis
data. Dalam bab ini akan memuat analisis penyusun mengenai
pertimbangan hukum dalam penerbitan surat perintah penghentian
peyidikan No. No. 369/0.4/FD.1/08/2015 berdasarkan data yang telah
dikumpulkan. Analisis dalam bab ini dititik beratkan pada menganalisa
apakah penerbitan SP3 tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan
Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/102010.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini penyusun akan
menguraikan kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang

ada.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan analisa yang telah dilakukan oleh
penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015
adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti yang ditemukan
berkaitan dengan tersangka selama proses penyidikan berlangsung.
Ketentuan pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belum
cukup untuk dijadikan dasar perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh tersangka atas penggunaan dana hibah untuk Persiba
Bantul, karena meskipun tidak sesuai dengan nomenklatur dalam
NPHD (dalam NPHD untuk PSSI Pengcab Bantul) penggunaan untuk
Persiba tersebut sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah tersebut.
Pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya menagtur bahwa
dana hibah diberikan kepada kelompok keolahrgaan Non profesional,
belum dapat diterapkan untuk pemberian hibah kepada Persiba pada

kasus ini. Dikarenakan pada Bab VII ketentuan peralihan, pasal 43
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Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa
Permendagri ini baru diberlakukan pada tahun 2012.

Penghentian penyidikan terhadap tersangka Drs. HM. Idham Samawi
dengan Nomor Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai dengan alasan
penghentian penyidikan yang tertera dalam pasal 109 ayat (2) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu karena
tidak terdapat cukup bukti yang menjerat tersangka untuk menaikkan
proses penyidikan ke tahap penuntutan. Ketentuan pasal 327, 328, 329,
dan 330 Peraturan Jaksa Agung No. PERJA/039/A/JA/102010 yang
mengatur mengenai tata kelola administrasi dan teknis penghentian
penyidikan pekara tindak pidana khusus telah dilaksanakan seluruhnya
dalam proses penghentian penyidikan terhadap tersangka Idham

Samawi.

B. Saran

1.

Instansi penegak hukum, khususnya dalam penelitian ini Kejaksaan
Tinggi kedepannya diharapkan agar lebih transparan dalam melakukan
proses penegakkan hukum khususnya dalam penanganan tindak
pidana korupsi. Proses penegakkan hukum yang transparan membuat
masyarakat menjadi mengetahui bahwa penanganan kasus dilakukan
secara serius dengan penuh kehati-hatian, dan tindak menimbulkan

anggapan-anggapan miring di masyarakat.
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Pejabat pemangku kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan
dan melayani masyarakat, diharapkan agar memangku wewenanganya
dengan penuh rasa tanggung jawab berlandasakan kepada amanah
masyarakat yang telah dititipkan masyarakat kepadanya.

Masayarakat kedepannya diharpakan agar lebih aktif berperan dalam

membantu proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
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